QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2003

TENTANG

SEWA RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA

Menfmbang : a. Bahwa uniuk kepentingan Pembsmgunan den Pemeliharaan
Rumeh Milile Pemerintah Ksbupaten Aceh Tenggara. perly
dltetapkan dan dipungut biaya sewa Rumah vang dimilili oleh
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara .

b. Bahwa untuk maksud terscbut perly dibuel dalam suam
Qanun

Mengingat - 1. Undang-Undeng Nomor ; 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Tempgara ( Lembaran Negre Republik
Indonesta Tahun 1974 Nomor : 32 Tambaban Lembaran Negara

Republiic [ndonesia Nomor ; 3034 J;

o

Undang - undang  Momer © 22 Tahun 1999 tentang
Fomerintan Daerah | Lembaran Negara Republil Indonesia
Tahuz 1999 Nomor ;: 60 Tambahen Lembaran Negara Republik
Tndonesia Nomor - 3839 ) ¢

3. Uncarg - Undeng Nemor ; 25 Tehiia 1999 tentang Ferimbangan
Kevangan antars Pemerintah Pusat dén Daerah | Lemberan
Hegara Republile indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahin

lembaran Negara Republik mdonesia Nomor 3848 i

*

Undang-undang Nomar : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Keistimewa Provinsi Dserah Istimewa Aceh | Lembaran Negara
Republik [ndomesia- Tehun 1999 Nomor : 172 Tambahan

lemlaran Negars Republik Indonesia Nomor : 3893 ) ;




w

Undang-undang Nomer | 34 Tahun 2000 teniang Pajak Daerah
den Retribusi Dacrah | Lembaran Negara Republik ndenesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaren Republil

Indonesia Negara Nomor : 4048 | ; 3

e

Undang-undarg Nomor @ 18 Tahun 2001 tentang Qtanomi
Khusus begl Frovinsi Deerah Tstimewa Acch sebsgai Provinai
Nenggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesi Tebun 2001 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Notor : 4134 |

7. Peraturan pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 testang
Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal df Daersh { Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor : 10 Tambahan
Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3373 ) ;

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
HABUPATEN ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN

: QANUN K ACEH TENTANG SEWA
RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA .

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Qanun inf yang dimaksud dengan :

& Daersh adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;

b. Pemerintah Dacrah sdatah Pemerintah Kabupaten Acech Tenggara ;

Kepala Dacrah adalah Bupati Aceh Tenggara ;

=3

Sewa adalah setiap hzk yang yang tmbul dengan nema atau dalam bentik
apapun bertwjuan untuk memperoleh hak mempergunakan suat peramehan

vang dikuasal / dimiliid Pemerintah dikenai atan dipungut bayaran |

Rumah adelah Rumah milik atau difuasai oleh Pemerintah Habupaten Aceh

Tenggara. ;




KETENTUAN MENEMPATI RUMAH

Pasal 2
Setiap yang Rumah milikc Pemerintah Kebupaten Aceh Tenggara harus

‘mendapat izin tertulis dari Kepala Dacrah

Pasal 3
Yang dapat menempar Rumah Milik atau yang dikuasat Pemerintah Dacrah adalah
Pejabat atan orang yang dienggap mempunysi kepentingan dalam mengurus
Pemerintah Kabuparen Acel Terggara
BABR I
KEWAJIBAK DAN LARANGAN SEWA MENYEWA

Pasal 4

Dalem: hubungen sewa menyewa berlaku Hukum tentang sews menyews kecuali
ditentulan lein oleh Peraturan Perundang-undangan yeng mengatur tentang sewa
menyews perumakann

PASAL 8 =
Yang telah ditetapkan menempati rameh millk  Pemerintah Daereh dilarang
melimpahian bak sews kepada pinak lain tenpa seizin tertulis dari Kepals Dasrah

Pagal 6
(1] Dilsrang mezusah bentuk semula tanpa seizin terfulis dari Kepala Dasrah .
(2} Yang menempati sumah tersebue harns memeliharanys desgan bail .

BAB Il
TARIF SEWA

Pasal 7 -

Tarip sewa rumzh milik Pemerintah Kabupsten Acch Tenggara yang ditempati oleh :
1. Bupati Aceh Tenggara | PENDGOPO | Rp.

2. Ketua DPRD Kabupatea Aceh Tenggara "p.

3. Serdakab. Aceh Tenggara Rp. 600.000.- Peruntt/Pectahun

4. Weldl Ketua DPRD Kabupeten Aceh Tenggara * Rp. 400.000.- Perunit/Pertahun
5
&

. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Tenggara  Rp. 400.000.- Ferunit/ Pertahun
. Asisten (f Setdakab. Agara Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun

an




7, Kadis Fertanian Rp. 200,000 .- Perunit/ Fertahun

8. Kaban RSU Kutacane Rp. 300.000 .- Perunit, Pertahurn
9. Kedis Kesehatan ’ Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun
10. Kepala SPX Rp. 300.000.- Perunit/ Pertahun
11, Haken Peternakan Rp. 200.000 - Petunit; Pertalun
12. Kepale Diklet Litbang Rp. 200.000. - Perunit/Pertahun
13. Camat Babussalam Rp. 200.000.- Perunit/Fertakun
14, Camat Bambe! Rp, 200.000.- Perunit/Pertalun
15. Camnat Badar Rp. 200,000 - Perunit/ Pertghun
16. Camat Lawe Sigala-galn ' Ry, 200.000.- Ferunit/Portahun
17. Camar Lawe Alas Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
18, Camat Babul Makmur Rp. 150.000.- Perunit/Pertahun
19, Camat Darul Hasanah Rp. 100.000.- Peruait/Parahun
20. Kadis Kopereat dan PKM Rp. 200.000.- Perunit/Pertahun
21. Kadis Pariwisata ’ Rp. 200.000.- Perunit/ Percahun
22, Kadis Hutbun Rp. 200.000,- Perunit/ Pertahun
23, Dr. Spesialis 3 pints funit Rp. 300.000.- Perunit/Pertahun
24. Kepala Puskesmas § pintu/unit Bp.100.000.- Permit/Pertahun
25, Mess Guru Kompl. Babussaiam [depan) Rp  60.000.- Perusit/pertahun
19 Pintu f unit
26. Mess Quru Kompl. Babussalam (belakeng ] Rp. 60.000.- Perunit/ Pertafinn
Pasal &
(1) Pemhayaran sewa dilakukan secara tunai
(2] Sews yang telah ditctapken sebagaimena yang disebutkan pada pasal 7 diatas
tidak diperkenanken banding
(3] Tempar pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang
ditentukan oleh Kepals Daerab
4]

Setiap ket pembay i denda 2 % fdua  persen)
dari tarip sebagaimana yang ditotapkan pada pasal 7 diatas

BAB IV
PENGHENTIAN SEWA MENYEWA

Pasal 9

Penghentian sewa menyews cllekukan spabila yang menempati rumah tersebut

telah pindah atau ridak lagl menerpati rumah sebagaimane dimaksud pada pasal 3

diatas .




Pasal 10

Apahila terfadi bencana alem terhadap runeh dimaisud makes ketemuan sswa
menyews dapet dihentikan dam ketentuan sewa menyewa dapat dilaloukan kembali
setelah rumal tersebut dibangun oleh Pemerintah Dacrah

Pasal 11
Apabila masa sews telah berakhir dan penghuninys tidak lagi menempati rumah
tersehut, maka rumah tersebut harus ditinggalkan seperti keadaan semula

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1] Pelanggeran teshadap Qanu ini dapat diancam dengan Huluman kurungan
selama-lamanys 6 (enem] bulan atau dends  sctinggi-tingginge Rp.
5.000.000,- { Lima juta rupiah ) ,

{2) Tindak Pidana sebageimans dimeksud pada ayat Pasal ini adalah

pelenggaren .
BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 13
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungen Permerintsh Daerah diberi
wesrenang kiusus schagsi penyidik untuk melelakan penyidikan tindais Pidana.
Sewa menyewa Rumah Pemerintah Dasral . =
2 Penyidik i ayat (1) pasel ind adalah:
a, Menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti ketersngan atau laporan
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Sewa menyewa Rumah
Pemerintah Daerah ;

b. Menealitl, mencari dan mengumpulkan keterangen mengenai orang pribadi
aten badan tentang kebenaren perbuaten yang dilalkukan sehubungan
dengan tindal Pilana di bidang Sews menyewsa Rumah Pemerintah Daerah ;

¢. Meminta keterengan dan baban buktl dari orang-orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak Pldana dibidang Sews menyewa Rumah
Pemerintzh Dacrah ;




. Memoriksa  buku-buku, catets dan  dekumen-dokumen  lain
berkenasn dengan tindak Fidena Sewa menyewa Rumah Pemerintah Dagrah

. Meia watuk Bahan bukd ;
pencatatan dan dolumen-dokumen serts melakuken

‘fMeminta bantusn tenmga ahli  dalam rangka  pelaksanaan  tugss
penyidikan tindak Pidana dibidang Sewa menyewa Rumah Pemerintah
Daerah

g Memywsuh o berhenti,  melarang  seseoramg  meminggalkan  ruangsn
atau tempat pads sagl pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identites orang den atau dokumen vang dibawa sebageimana dimaksud pada
hurufa

fuMemotret  sesorang  yang  berkalan  dengan  tindak  Fidana  Sewa
menyewa Rumsh Pemerintah Daerak |

1 Memanggil orang untuk didengar ieterangannya sebagai tersangka
atay saksi

3 Menghentikan penyiditean

& Melakuken tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Sewa menyewa Rumah Pemetintah Dagrah menuras halam
yang dapat dipertanggung jawabikan

() Penyidil: sabagaimena dimaksud pada ayat (1] pasal ini memberitakukan
p dan ian hasil e kepada penuntut

umum, sesuai dengan ketentuan yang distar delam Undang-undang Nosor 8
Tahun 1981 Hulum Acara Pidensa .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pazal 14

{I] Hal-hal sang belum distur dalam Qanun ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebib lanjut dengan Keputusan Kepala Drerah.

(2} Dengan  berlakunye Qanun ini make Qanun  terdabuly  sehelirn
Qanun ini di dicabut dan tidak berlaky legi.




Pasal 15
Qanun inf mulai berlal sejalc tanggal diundangian
Agar supaye setiap orang dupat mengstahbinga memerintahkan perundansan
Qanun ini dalem Lembaran Dasrah Kebupaten Aceh Tenggara.

DISAHEAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA
Dto

DRS. H. ARMEN DESKY

Diundangian di © Kutacene
Pada Taniggel  © 23 Juni 2003

Penata Utama Muda
Nip ; 390 006 412

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
NOMOR : 59
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